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PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 19 

IDENTIFIKASI DAN ELIMINASI TRANSAKSI RESIPROKAL

PADA LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (LKKL) DAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

(Revisi Kedua, Mei 2025)

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

a. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP 11: Laporan Keuangan Konsolidasian);

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 sebagaimana telah

diubah dengan PMK Nomor 57 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Pusat;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem

Akuntansi  dan  Pelaporan Keuangan Instansi; dan

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-32/PB/2018

tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

2. Latar Belakang

a. Laporan keuangan konsolidasian harus dapat menyajikan informasi keuangan

sebagai satu kesatuan ekonomi sehingga perlu dilakukan eliminasi akun-akun

timbal balik (resiprocal account).

b. Pemerintah sudah mengembangkan skema untuk mengidentifikasi dan

mengeliminasi transaksi resiprokal pada Satker non BLU dan BLU baik dalam

satu Kementerian/Lembaga (K/L) maupun antar K/L dalam rangka eliminasi di

tingkat LKKL maupun LKPP;

c. Pencatatan transaksi resiprokal dilakukan berdasarkan basis kas, sehingga

apabila terdapat belanja dan pendapatan atas transaksi resiprokal yang terjadi

pada lintas tahun anggaran, sistem tidak dapat melakukan pencatatan transaksi

dimaksud sehingga tidak dapat dilakukan eliminasi;

d. Sistem SAKTI belum memfasilitasi identifikasi dan pencatatan transaksi

resiprokal atas transaksi perpajakan; dan

e. Transaksi resiprokal yang tidak dieliminasi pada LKKL/LKPP menyebabkan

penyajian yang tidak akurat dan berdampak lebih catat (overstated) atas laporan

keuangan.
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3. Tujuan

DJPb mengembangkan sistem aplikasi dan sistem akuntansi untuk mencatat

transaksi resiprokal pada Satuan Kerja-Kementerian/Lembaga di Sistem SAKTI;

a. Pengembangkan transaksi resiprokal dan eliminasinya diharapkan dapat

meningkatkan keandalan informasi laporan keuangan pada LKKL dan LKPP; dan

b. Berkenaan dengan hal tersebut, disusun petunjuk teknis akuntansi sebagai

panduan bagi Satker pada Kementerian/Lembaga untuk melakukan identifikasi,

mencatat, memonitoring, dan mengeliminasi transaksi resiprokal bagi unit

akuntansi terkait pada tingkat  LKKL maupun eliminasi pada tingkat LKPP.

4. Ruang  Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan eliminasi

transaksi resiprokal pada Kementerian/Lembaga (K/L) baik pada Satker BLU

maupun  Satker non BLU. Transaksi resiprokal tersebut meliputi:

a. Transaksi PNBP pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan dan transaksi belanja

yang tidak menghasilkan BMN baik yang dibayarkan melalui mekanisme LS

Bendahara atau Mekanisme UP pada Satker Pemberi Kerja-Belanja;

b. Transaksi perpajakan pada satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak berupa

Pajak Penghasilan (PPh) dan transaksi Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan

pada Kementerian/Lembaga; dan

c. Transaksi piutang pada Satker Penerima Kerja dan transaksi utang pada Satker

Pemberi Kerja.

Petunjuk teknis ini dapat digunakan oleh:

a. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku penerima kerja

yang memperoleh pendapatan dari satker pemerintah pusat lainnya karena

memberikan layanan;

b. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) selaku pemberi kerja

yang melakukan pembayaran belanja kepada satker pemerintah pusat lainnya

karena menerima layanan;

c. Satker di lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang memperoleh pendapatan PPh

Pasal 21 yang berasal dari belanja tunjangan PPh satker pemerintah pusat

lainnya yang dilakukan pemotongan PPh;

d. Satker Pemerintah Pusat (baik BLU maupun non BLU) yang melakukan

transaksi belanja perpajakan berupa belanja tunjangan PPh.

e. Satker pada Bagian Anggaran BUN yang memiliki karakteristik transaksi seperti

Satker pada Kementerian/Lembaga dan menggunakan aplikasi SAKTI dalam

pengelolaan keuangannya. 
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f. Satker Konsolidasian di tingkat Kementerian/Lembaga yang membawahi Satker

Pemerintah Pusat penerima kerja dan Satker Pemerintah Pusat pemberi kerja;

dan

g. Satker Konsolidasian/Unit yang melakukan konsolidasian di tingkat Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat.

5. Penjelasan Umum Transaksi Resiprokal

a. Eliminasi akun-akun timbal balik tersebut merupakan langkah penting dalam

penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk menghindari lebih catat

(overstated) dalam penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan

tetap menyajikan  secara faithfulness dan tidak menimbulkan distorsi informasi.

b. Proses bisnis dan mekanisme eliminasi akun-akun timbal balik telah diatur

dalam PMK mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Berdasarkan

ketentuan tersebut, diatur bahwa dalam menyusun laporan keuangan

konsolidasian, laporan keuangan entitas digabungkan satu persatu dengan

menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas,

pendapatan, belanja, pembiayaan, dan beban. Agar laporan keuangan

konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu

kesatuan ekonomi, perlu dilakukan eliminasi dengan langkah-langkah sebagai

berikut:

1) Transaksi dan saldo resiprokal dieliminasi, sepanjang transaksinya secara

sistem dapat diidentifikasi dan nilainya dapat diukur secara handal,

antara satu entitas akuntansi dan entitas akuntansi lain dalam satu entitas

pelaporan dan/atau entitas pelaporan yang terkonsolidasi.

2) Eliminasi tidak dilakukan untuk akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

karena merupakan pencerminan dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN.

c. Ketentuan umum mengenai transaksi perpajakan dan transaksi resiprokal

perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019 sebagaimana telah diubah dengan

PMK Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pendaftaran dan

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau

Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah,

disebutkan antara lain:

a) Instansi Pemerintah (khususnya Instansi Pemerintah Pusat)

merupakan salah satu Wajib Pajak badan yang harus memenuhi hak
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dan kewajiban di bidang perpajakan.

b) Instansi Pemerintah ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut PPh

yang terutang sehubungan dengan belanja pemerintah. Instansi

Pemerintah wajib memotong atau memungut, menyetor, dan

melaporkan PPh yang terutang atas setiap pembayaran yang

merupakan objek pemotongan atau pemungutan PPh.

c) PPh yang wajib dipotong dan/atau dipungut oleh Instansi Pemerintah

terdiri dari (i) PPh Pasal 4 ayat (2), (ii) PPh Pasal 15, (iii) PPh Pasal 21,

(iv) PPh Pasal 22, (v) PPh Pasal23, dan (vi) PPh Pasal 26.

2) Penerimaan institusi pemerintah seperti transfer ke pemerintah dan PNBP

dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan, sehingga keenam jenis PPh

yang dapat dipotong dan/atau dipungut Instansi Pemerintah

sebagaimana dijelaskan di atas tidak termasuk transaksi resiprokal

pemerintah. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya keenam jenis

pajak tersebut, yang dikenakan pajak adalah subyek pajak di luar

Institusi Pemerintah.

3) Di sisi lain terdapat belanja perpajakan dengan jenis-jenis tertentu yang

tetap dikenakan pajak. Menurut OECD, belanja perpajakan merupakan

transfer sumber daya kepada publik yang dilakukan bukan dengan

memberikan bantuan atau belanja langsung (direct transfer) namun melalui

pengurangan kewajiban pajak dengan mengacu pada standar perpajakan

yang berlaku (tax benchmark). Sedangkan menurut Badan Kebijakan Fiskal

dalam laporan tax expenditure, belanja perpajakan didefinisikan sebagai

“penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai

akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem pemajakan

secara umum (benchmark tax system) yang berlaku kepada hanya

sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.

4) Perlakuan Akuntansi untuk Belanja Perpajakan Menurut IPSAS 23 Revenue

from Non Exchange Transactions (Taxes and Transfers) dalam Paragraf 74

dijelaskan bahwa jika suatu entitas (termasuk perorangan) tidak membayar

pajak, maka entitas tersebut tidak dapat mengakses konsesi. Jenis konsesi

ini disebut pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak merupakan pendapatan

yang hilang, bukan pengeluaran, dan tidak menimbulkan arus masuk atau

keluar sumber daya – artinya pengeluaran tersebut tidak menimbulkan aset,

kewajiban, pendapatan, atau pengeluaran pemerintah yang mengenakan

pajak.

5) Terhadap kebijakan pada IPSAS 23 tersebut, pemerintah belum dapat
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mengadopsi secara penuh karena harus menunggu pengaturan pada PSAP

18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran ditetapkan dan

diimplementasikan sebagai dasar penerapannya. Namun demikian dari

pengaturan IPSAS 23 tersebut, dapat diambil prinsip bahwa pendapatan

dan beban atas belanja perpajakan tidak disajikan pada entitas pelaporan.

Sejalan dengan hal tersebut (selama ini sudah dilaksanakan untuk Pajak

Ditanggung Pemerintah dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang

dieliminasi pada Entitas Pelaporan), pemerintah akan melakukan eliminasi

terhadap jenis belanja perpajakan yang lain yaitu Pendapatan PPh Pasal 21

yang ditanggung oleh pemerintah melalui Belanja Tunjangan PPh Pasal 21.

B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI RESIPROKAL PNBP

1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal PNBP

a. Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi

Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan yang berasal dari

entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Informasi

transaksi resiprokal digunakan oleh Satker Konsolidasi tingkat

Kementerian/Lembaga atau entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) untuk melakukan  eliminasi.

b. Proses  bisnis  eliminasi  transaksi  resiprokal PNBP meliputi:

1) Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBP;

2) Pencatatan Transaksi Resiprokal PNBP;

3) Monitoring Transaksi Resiprokal PNBP pada Aplikasi Mon SAKTI; dan

4) Eliminasi Transaksi Resiprokal PNBP.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBP

a. Identifikasi Transaksi Resiprokal pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

Satker Pemberi Kerja-Belanja m e n g identifikasi transaksi resiprokal

sehubungan dengan belanja yang dilakukan atas layanan yang diterima dari

entitas Pemerintah Pusat Lain selaku Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

Identifikasi dilakukan untuk semua jenis pembayaran. Identifikasi tersebut

dilakukan terhadap:

1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat

perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya

antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-

Belanja.

2) Pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut dibebankan
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pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja atas tagihan yang tidak

menghasilkan Barang Milik Negara (BMN).

3) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, khusus yang

mengakibatkan aliran pembayaran atas alokasi DIPA Satker Pemberi

Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja)

baik yang disetor langsung ke kas negara atau melalui Bendahara Satker

Penerima Kerja-  Pendapatan.

4) Dokumen realisasi belanja pada Satker Pemberi Kerja-Belanja berupa

SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL.

5) Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi akun-akun belanja pada

SPM/SP2D, SP3B-BLU/SP2B-BLU/ SP3HL/SP2HL dan nominal belanja

secara netto (tidak memperhitungkan pajak).

6) Satker Pemberi Kerja-Belanja mencocokkan kesesuaian dokumen kontrak,

surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-

BLU/SP2B-BLU/SP3HL/SP2HL.

7) Satker Pemberi Kerja-Belanja mengidentifikasi informasi/kode satker

intraco  (kode Satker Penerima Kerja-Pendapatan).

b. Identifikasi Transaksi Resiprokal PNBP pada Satker Penerima Kerja-

Pendapatan

Satker Penerima Kerja-Pendapatan mengidentifikasi transaksi resiprokal,

a t a s pendapatan yang diperoleh dari entitas pemerintah pusat lain selaku Satker

Pemberi  Kerja-Belanja.  Identifikasi tersebut  dilakukan terhadap:

1) Kontrak (bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat

perjanjian, surat/bukti pesanan), surat keputusan atau dokumen lainnya

antara Satker Penerima Kerja-Pendapatan dengan Satker Pemberi Kerja-

Belanja. Atas pekerjaan di dalam perjanjian kerja atau perikatan tersebut

dibebankan pada alokasi DIPA Satker Pemberi Kerja-Belanja untuk

tagihan yang tidak menghasilkan Barang  Milik Negara (BMN).

2) Kontrak, surat keputusan, atau dokumen lain tersebut, khusus yang

mengakibatkan aliran pembayaran dari alokasi DIPA Satker Pemberi

Kerja-Belanja kepada entitas pemerintah pusat lain (selaku penerima kerja)

baik yang disetor langsung ke kas negara maupun melalui Bendahara

Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

3) Dokumen sumber atas pendapatan yang diperoleh dari Satker Pemberi

Kerja-Belanja meliputi  dokumen SSBP/SP2B-BLU/SP2D.

4) Dalam hal ini, Satker Penerima Kerja-Pendapatan perlu melakukan

identifikasi atas akun-akun dan jumlah/nominal pendapatan yang diperoleh
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dari Satker Pemberi Kerja-Belanja sebagaimana tercantum dalam

SSBP/SP2B-BLU/SP2D.

5) Satker Penerima Kerja-Pendapatan mencocokkan kesesuaian dokumen

kontrak, surat keputusan, dan dokumen lainnya dengan SPM/SP2D, SP3B-

BLU/SP2B-BLU.

6) Satker Penerima Kerja-Pendapatan melakukan identifikasi informasi/kode

satker  intraco (kode Satker  Pemberi Kerja-Belanja).

3. Pencatatan Transaksi Resiprokal PNBP

a. Pencatatan Transaksi Resiprokal  pada Satker Pemberi Kerja-Belanja

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi belanja, Satker

Pemberi Kerja-Belanja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI.

Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi belanja adalah

sebagai berikut:

1) Tagging melalui SP2D

a) Transaksi belanja yang merupakan transaksi resiprokal dan telah

dilakukan pembayaran kepada satker penerima kerja, tagging atas

transaksi belanja tersebut dilakukan melalui SP2D.

b) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi

resiprokal menggunakan supplier dengan nama penerima dan nomor

rekening milik Satker Pemerintah Pusat (tidak terbatas pada tipe

supplier tertentu), maka realisasi belanja tersebut akan otomatis

teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal dan tercatat pada Daftar

Resiprokal Modul GLP Aplikasi SAKTI dengan keterangan uraian

"Resiprokal Terpusat".

Meskipun teridentifikasi dan tercatat otomatis, Satker tetap perlu

mengidentifikasi kebenaran substansi transaksi resiprokalnya. Apabila
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tidak tepat, satker dapat mengubah dan/atau menghapus untuk

menyesuaikan informasi transaksi resiprokal (akun belanja,

jumlah/nominal,  kode  satker  intraco).

c) Apabila SP2D atas realisasi belanja yang merupakan transaksi

r e s i p r o k a l dibayarkan dengan mekanisme Uang Persediaan ke

Satker Penerima Kerja-Pendapatan, realisasi belanja tersebut

dicatat sebagai transaksi resiprokal secara manual pada aplikasi

SAKTI, dengan ketentuan sebagai berikut:

 Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal-belanja pada

Modul GLP aplikasi SAKTI, Satker memastikan bahwa SP2D/SP2B-

BLU/SPHL atas realisasi belanja yang merupakan transaksi

resiprokal  telah  tercatat  pada Aplikasi  SAKTI.

 Dalam hal SP2D/SP2B-BLU/SPHL belum tercatat otomatis pada

Aplikasi SAKTI, Satker terlebih dahulu melakukan pencatatan

SP2D/SP2B-BLU/SPHL  tersebut  melalui Modul Pembayaran.

 Setelah SP2D/SP2B-BLU/SPHL dicatat, Satker Pemberi Kerja-

Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi

SAKTI dengan menggunakan modul Akuntansi dan Pelaporan

pada menu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan>> Transaksi

Resiprokal >> Belanja.

 Pilih SP2D, kemudian muncul form seperti di bawah ini lalu klik

Rekam.
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 Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL pada kolom “search”.

Dalam hal ini, Nomor SP2D/SP2B-BLU/SPHL tersebut dapat

muncul dan dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan

SP2D/SP2B-BLU/SPHL pada Modul Pembayaran. Atas nomor

SP2D/SP2B-BLU/SPHL dan Akun yang dipilih, maka secara

otomatis akan muncul informasi mengenai Nomor SP2D, Akun,

tanggal SP2D, dan Saldo Matching.

 I s i nomor d o k u m e n y a n g m e n j a d i d a s a r p e r i k a t a n a n t a r a 

S a t k e r P e m b e r i K e r j a - B e l a n j a d e n g a n S a t k e r P e n e r i m a K e r j a - 

P e n d a p a t a n . 

 I s i   tanggal  t r a n s a k s i . 

 I s i jumlah a t a u n o m i n a l r e a l i s a s i b e l a n j a s e c a r a n e t t o y a n g 

d i b a y a r k a n   k e p a d a   S a t k e r   P e n e r i m a   K e r j a - P e n d a p a t a n . 

 I s i kode satker i n t r a c o s e l a k u S a t k e r P e n e r i m a K e r j a - 

P e n d a p a t a n . 

 I s i   uraian/ keterangan. 

 K l i k   simpan. 

2) Tagging melalui Jurnal Penyesuaian Khusus

a) Transaksi beban atas timbulnya suatu kewajiban yang merupakan

transaksi resiprokal namun belum dilakukan pembayaran pada periode

pelaporan, tagging atas transaksi beban tersebut dilakukan melalui

jurnal manual/jurnal penyesuaian. 

b) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi beban

pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI, Satker

memastikan bahwa transaksi resiprokal-beban tersebut telah dilakukan

pencatatan dokumen sumber berupa jurnal manual/jurnal penyesuaian.

c) Jurnal manual/jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan tagging
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sebagai transaksi resiprokal adalah jurnal yang dicatat melalui menu

“Jurnal Penyesuaian Khusus”. Jurnal terkait beban tersebut merupakan

jurnal dengan kategori beban dibayar di muka dan beban yang masih

harus dibayar. Jurnal tersebut dapat diakses melalui Modul Akuntansi

dan Pelaporan >>> proses>>>Jurnal Penyesuaian Khusus.

d) Setelah jurnal manual/jurnal penyesuaian dicatat, Satker Pemberi Kerja-

Belanja mencatat informasi transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI

dengan menggunakan user operator A k u n t a n s i d a n P e l a p o r a n pada

menu  Akuntansi dan Pelaporan>> Transaksi Resiprokal >> Belanja.

e) Pilih jurnal penyesuaian khusus, kemudian muncul form seperti

dibawah ini lalu klik rekam

 Pilih nomor dokumen jurnal penyesuaian khusus pada kolom
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“search”. Dalam hal ini, n o m o r d o k u m e n tersebut dapat muncul dan

dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan jurnal

penyesuaian khusus pada Modul Akuntansi dan Pelaporan. Atas

nomor dokumen dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan

muncul informasi mengenai nomor dokumen jurnal, akun, tanggal

jurnal, dan Saldo Matching.

 Isi nomor d o k u m e n y a n g m e n j a d i d a s a r p e r i k a t a n a n t a r a S a t k e r 

P e m b e r i K e r j a - B e l a n j a d e n g a n S a t k e r P e n e r i m a K e r j a - 

P e n d a p a t a n . 

 I s i   tanggal  t r a n s a k s i 

 I s i jumlah a t a u n o m i n a l r e a l i s a s i b e l a n j a s e c a r a n e t t o y a n g 

d i b a y a r k a n   k e p a d a   S a t k e r   P e n e r i m a   K e r j a - P e n d a p a t a n 

 I s i   k o d e   satker  i n t r a c o   s e l a k u   S a t k e r   P e n e r i m a   K e r j a - P e n d a p a t a n . 

 I s i   uraian/ keterangan. 

 K l i k   simpan. 

f) Namun demikian, dalam hal jurnal terkait beban tersebut melibatkan

jurnal dengan akun utang dan/atau akun piutang, maka transaksi

utang/piutang tersebut juga akan di-tagging sebagai transaksi

resiprokal. 

g) Pencatatan transaksi resiprokal dengan tagging melalui jurnal

penyesuaian khusus dapat bernilai positif atau negatif sesuai dengan

bentukan jurnal beban yang dilakukan oleh Satker. Dalam hal jurnal

yang dilakukan merupakan saldo beban di sisi debit, maka akan

terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai positif.

Sedangkan apabila jurnal yang dilakukan merupakan jurnal dengan

saldo beban di sisi kredit, maka akan terbentuk pencatatan transaksi

resiprokal dengan nilai negatif.

b. Pencatatan Transaksi Resiprokal pada Satker Penerima Kerja-Pendapatan

Berdasarkan hasil identifikasi transaksi resiprokal dari sisi pendapatan,

Satker Penerima Kerja mencatat transaksi resiprokal melalui aplikasi SAKTI.

Ketentuan mengenai pencatatan transaksi resiprokal dari sisi pendapatan

adalah  sebagai  berikut:

1) Tagging melalui SP2D/SSBP non SBS/SBS/Upload Interkoneksi MPN

a) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi

pendapatan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI,

Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal- pendapatan tersebut

telah dilakukan pencatatan dokumen sumber berupa NTPN/SBS/SP2B-
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BLU/SP2D pada modul pembayaran/GLP/bendahara pada aplikasi

SAKTI.

b) Setelah dilakukan pencatatan NTPN/SBS/SP2B-BLU/SP2D, Satker

Penerima Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal

pada aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator A k u n t a n s i d a n 

P e l a p o r a n pada menu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan >>Proses

>> Transaksi Resiprokal >>Pendapatan.

c) Muncul form seperti di bawah ini, klik Rekam.

 P i l i h jenis mekanisme perolehan pendapatan dengan penjelasan

sebagai berikut:

 SP2D digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari

pengesahanBLU dan/atau berasal dari potongan SPM satker

lain.

 SSBP non SBS digunakan untuk mencatat pendapatan yang

berasal dari setoran yang dicatat secara manual pada modul

bendahara yang dilakukan penyetoran langsung ke kas negara

(non SBS).

 SBS digunakan untuk mencatat pendapatan yang disetorkan ke

kas negara dengan melalui bendahara (SBS).

 Upload Interkoneksi MPN digunakan untuk mencatat

pendapatan yang berasal dari setoran yang dicatat melalui

upload data interkoneksi  dengan MPN.
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Catatan:

Ketentuan terkait skema pencatatan transaksi resiprokal atas PNBP

yang dicatat melalui modul bendahara, yaitu: 

 Setoran PNBP dengan mekanisme SBS yang masih dalam

penguasaan bendahara dan belum disetorkan ke kas Negara

sehingga belum memperoleh NTPN, hanya bisa ditagging

sebagai transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan

Pelaporan dengan menggunakan dokumen sumber SBS.

Dalam hal setoran tersebut telah disetorkan ke kas negara dan

telah memperoleh NTPN, maka monitoring transaksi

resiprokal pada Mon SAKTI akan otomatis meng-update

informasi NTPN tersebut. 

 Setoran PNBP dengan mekanisme SSBP non SBS hanya bisa

dicatat sebagai transaksi resiprokal menggunakan dokumen

SSBP non SBS/Upload  Interkoneksi MPN.

 Pilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS atas realisasi

pendapatan yang merupakan transaksi resiprokal yang yang

diperoleh dari Satker Pemberi Kerja-Belanja. Dalam hal ini, Nomor

SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS tersebut dapat muncul dan dipilih

apabila Satker telah melakukan pencatatan SP2D/SP2B-

BLU/NTPN/SBS pada modul terkait di aplikasi SAKTI. Setelah

memilih nomor SP2D/SP2B-BLU/NTPN/SBS, maka secara

otomatis akan muncul informasi tanggal SP2D/SP2B-

BLU/NTPN/SBS.

 Pilih akun realisasi pendapatan yang merupakan transaksi

resiprokal. Setelah memilih akun tersebut, maka saldo matching

akan otomatis terisi sebesar nilai pada SP2D/SP2B-

BLU/SSPB/SBS.

 Isi nomor dokumen yang menjadi dasar perikatan antara Satker

Pemberi Kerja- Belanja dengan Satker Penerima Kerja-

Pendapatan.

 Isi tanggal transaksi.

 Isi jumlah atau nominal realisasi pendapatan yang diperoleh dari

Satker Pemberi Kerja-Belanja.

 Isi kode satker intraco selaku Satker Pemberi Kerja-Belanja.

 Isi uraian/keterangan.

 Klik Simpan.
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2) Tagging melalui Jurnal Penyesuaian Khusus

a) Transaksi pendapatan atas timbulnya suatu hak yang merupakan

transaksi resiprokal namun belum dilakukan penyetoran ke kas

negara/belum dilakukan pengesahan pada periode pelaporan, tagging

atas transaksi pendapatan tersebut dilakukan melalui jurnal

manual/jurnal penyesuaian. 

b) Sebelum melakukan pencatatan transaksi resiprokal dari sisi

pendapatan pada Modul Akuntansi dan Pelaporan aplikasi SAKTI,

Satker memastikan bahwa transaksi resiprokal-pendapatan tersebut

telah dilakukan pencatatan jurnal manual/jurnal penyesuaian.

c) Jurnal manual/jurnal penyesuaian yang dapat dilakukan tagging

sebagai transaksi resiprokal adalah jurnal yang dicatat melalui menu

“Jurnal Penyesuaian Khusus”. Jurnal terkait pendapatan tersebut

merupakan jurnal dengan kategori:

 Pendapatan diterima dimuka.

 Pendapatan yang Masih harus diterima

 Piutang Jangka Pendek

 Piutang Jangka Panjang

d) Jurnal tersebut dapat diakses melalui Modul Akuntansi dan Pelaporan

>>> proses >>> Jurnal Penyesuaian Khusus.

e) Setelah jurnal manual/jurnal penyesuaian dicatat, Satker Penerima

Kerja-Pendapatan mencatat informasi transaksi resiprokal pada

aplikasi SAKTI dengan menggunakan user operator A k u n t a n s i d a n 

P e l a p o r a n pada menu A k u n t a n s i d a n P e l a p o r a n >> Transaksi

Resiprokal >> Pendapatan.
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f) Pilih jurnal penyesuaian khusus, kemudian muncul form seperti di

bawah ini lalu klik rekam

 Pilih nomor dokumen jurnal penyesuaian khusus pada kolom

“search”. Dalam hal ini, n o m o r d o k u m e n tersebut dapat muncul dan

dipilih apabila Satker telah melakukan pencatatan jurnal

penyesuaian khusus pada Modul Akuntansi dan Pelaporan. Atas

nomor dokumen dan Akun yang dipilih, maka secara otomatis akan

muncul informasi mengenai Nomor dokumen jurnal, Akun, tanggal

jurnal, dan Saldo Matching.

 I s i nomor d o k u m e n y a n g m e n j a d i d a s a r p e r i k a t a n a n t a r a S a t k e r 

P e m b e r i K e r j a - B e l a n j a d e n g a n S a t k e r P e n e r i m a K e r j a - 

P e n d a p a t a n . 

 I s i   tanggal  t r a n s a k s i 

 I s i jumlah a t a u n o m i n a l r e a l i s a s i b e l a n j a s e c a r a n e t t o y a n g 

d i b a y a r k a n   kepada  S a t k e r   P e n e r i m a   K e r j a - P e n d a p a t a n 

 I s i   k o d e   satker  i n t r a c o   s e l a k u   S a t k e r   P e n e r i m a   K e r j a - P e n d a p a t a n . 

 I s i   uraian/ keterangan. 

 K l i k   simpan. 

g) Namun demikian, dalam hal jurnal terkait pendapatan tersebut

melibatkan jurnal dengan akun utang dan/atau akun piutang, maka

transaksi utang/piutang tersebut juga akan di-tagging sebagai transaksi

resiprokal.  
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h) Pencatatan transaksi resiprokal dengan tagging melalui jurnal

penyesuaian khusus dapat bernilai positif atau negatif sesuai dengan

bentukan jurnal pendapatan yang dilakukan oleh Satker. Dalam hal

jurnal yang dilakukan merupakan saldo pendapatan di sisi kredit, maka

akan terbentuk pencatatan transaksi resiprokal dengan nilai positif.

Sedangkan apabila jurnal yang dilakukan merupakan jurnal dengan

saldo pendapatan di sisi debit, maka akan terbentuk pencatatan

transaksi resiprokal dengan nilai negatif. 

4. Monitoring Transaksi Resiprokal PNBP

a. Berdasarkan perekaman informasi transaksi resiprokal yang dilakukan oleh

Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker Penerima Kerja-Pendapatan pada

Aplikasi SAKTI, datanya ter-push secara otomatis ke Aplikasi MonSAKTI

mengikuti ketentuan OLAP. Selanjutnya Satker Pemberi Kerja-Belanja, Satker

Penerima Kerja-Pendapatan, Unit Akuntansi di level atasnya, dan BUN dapat

melakukan monitoring transaksi resiprokal pada aplikasi Mon SAKTI melalui

menu  Monitoring>>Monitoring  Transaksi  Resiprokal.

b. Dalam melakukan monitoring transaksi resiprokal PNBP, terdapat dua pilihan

menu monitoring atas transaksi resiprokal PNBP, yaitu:

1) Menu Resiprokal Belanja – PNBP, digunakan untuk menyandingkan

transaksi resiprokal berupa transaksi belanja dari Satker Pemberi Kerja-

Belanja dengan transaksi PNBP dari Satker Penerima Kerja-PNBP.

2) Menu Resiprokal Utang – Piutang PNBP, digunakan untuk menyandingkan

transaksi resiprokal berupa transaksi utang dari Satker Pemberi Kerja-

Belanja dengan transaksi piutang dari Satker Penerima Kerja-PNBP.

c. Terdapat dua pilihan tampilan monitoring resiprokal pada Aplikasi MonSAKTI,

yaitu Rekap dan Detil.

1) Pilihan tampilan Rekap menyajikan informasi nilai rupiah transaksi

resiprokal secarakeseluruhan antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan

Satker Penerima Kerja- Pendapatan tanpa menyajikan data per akun yang

digunakan  untuk  mencatat transaksi  resiprokal.
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2) Pilihan tampilan Detil menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai

dokumen sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja.

Dalam melakukan monitoring menggunakan tampilan detil, agar

mengabaikan penyajian data dalam kolom “Selisih”. Tampilan Detil

digunakan antara lain:

a) Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal yang

tidak  terkonfirmasi.

b) Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal eliminasi

oleh Unit  Akuntansi Konsolidasi.

d. Dalam hal terdapat perbedaan/selisih atas nilai total transaksi resiprokal antara

Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima Kerja-Pendapatan, data

selisih tersebut akan muncul pada menu To Do List >> Selisih Transaksi

Resiprokal. Beberapa hal yang dapat mengakibatkan perbedaan/selisih

tersebut  antara lain:

1) Terdapat perbedaan pencatatan jumlah rupiah pendapatan pada Satker

Penerima Kerja-Pendapatan dengan rupiah belanja pada Satker Pemberi

Kerja-Belanja.

2) Terdapat kesalahan perekaman informasi kode Satker Intraco baik Satker

Pemberi Kerja-Belanja maupun Satker Penerima Kerja-Pendapatan.

e. Apabila berdasarkan monitoring transaksi resiprokal masih terdapat selisih,
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Satker Penerima Kerja-Pendapatan maupun Satker Pemberi Kerja-Belanja

perlu  melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1) Saling melakukan konfirmasi dalam rangka pencocokan data transaksi

resiprokal antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima

Kerja-Pendapatan.

2) Saling melengkapi dan/atau meralat kodefikasi identitas satker intraco dan

data  transaksi resiprokal  (jumlah/nominal rupiah)  pada Aplikasi SAKTI.

f. Tindak lanjut atas Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI oleh

Satker Konsolidasian Kementerian Negara/Lembaga, antara lain:

1) Memastikan satker-satker yang menjadi unit vertikal Kementerian/Lembaga

yang memiliki transaksi resiprokal telah melakukan pencatatan informasi

transaksi  resiprokal pada aplikasi SAKTI.

2) Meminta masing-masing Satker Pemberi Kerja-Belanja dan Satker

Penerima Kerja-Pendapatan melengkapi dan/atau meralat identitas dan

data transaksi resiprokal pada Aplikasi SAKTI, apabila hasil monitoring pada

Aplikasi Mon SAKTI terdapat  perbedaan data.

Contoh Ilustrasi Pencatatan dan Monitoring atas Transaksi Resiprokal PNBP

Pada tanggal 1 Oktober 2024, Satker ABC memiliki kontrak dengan Satker XYZ

untuk menyewa tempat arsip milik Satker XYZ dengan masa kontrak 2 tahun sebesar

24 juta. Satker ABC telah membayar sewa tersebut sebesar 24 juta pada tanggal 1

Oktober 2024 dengan mekanisme UP. Selain itu, Satker XYZ juga telah menerima

dan telah menyetorkan pendapatan sewa tersebut sebesar 24 juta dengan metode

SSBP non SBS. Oleh karena itu, Satker ABC dan Satker XYZ perlu melakukan

tagging transaksi resiprokal dengan langkah sebagai berikut:

a. Satker ABC mencatat SP2D atas pembayaran 24 juta ke Satker XYZ.

Selanjutnya, Satker ABC mencatat SP2D tersebut sebagai transaksi resiprokal

pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan memilih satker intraco Satker XYZ.

b. Satker XYZ mencatat NTPN atas setoran pendapatan sewa 24 juta yang berasal

dari Satker ABC. Selanjutnya, Satker XYZ mencatat NTPN tersebut sebagai

transaksi resiprokal pada modul Akuntansi dan Pelaporan dengan memilih

satker intraco satker ABC. 

Berdasarkan pencatatan transaksi resiprokal tersebut, maka pada Satker ABC

maupun pada Satker XYZ, akan termonitor sebagai berikut:
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a. Aplikasi SAKTI

1) Satker Pemberi Kerja (Satker ABC)

No.

Ref
Tanggal

No.

Dokumen

Tanggal

Transaksi

Kode

Akun
Jumlah

Satker

Intraco

Uraian

Resiprokal

Belanja

00001 1 Okt 2024 24XXXXX 1 Okt 2024 522141 24 Juta Satker

XYZ

-

2) Satker Penerima Kerja (Satker XYZ)

No.

Ref
Tanggal

No.

Dokumen

Tanggal

Transaksi

Kode

Akun
Jumlah

Satker

Intraco

Uraian

Resiprokal

Pendapata

n

00001 1 Okt

2024

XXXXXXX 1 Okt

2024

425131 24 Juta Satker

ABC

-

b. Aplikasi Mon SAKTI (Tampilan Rekap)

BA Es.1

Pengirim

Satker

Pengirim

Nama

Satker

Pengirim

Belanja
BA Es.1

Penerima

Satker

Penerima

Nama

Satker

Penerima

Pendapatan

Selisih

0XX.XX ABC Satker

ABC

24 Juta 0XX.XX XYZ Satker

XYZ

24 Juta 0

Pada tanggal 31 Desember 2024, baik Satker ABC maupun satker XYZ melakukan

jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Satker ABC melakukan penyesuaian atas

beban sewa yang benar-benar menjadi kewajiban pada tahun 2024 yaitu hanya

sebesar 3 juta (Masa sewa 3 bulan yaitu bulan Oktober-Desember). Satker XYZ juga

melakukan penyesuaian atas pendapatan sewa yang benar-benar menjadi hak pada

tahun 2024 yaitu hanya sebesar 3 juta (Masa sewa 3 bulan yaitu bulan Oktober-

Desember). Oleh karena itu, jurnal penyesuaian khusus pada buku besar akrual yang

dibuat adalah sebagai berikut:

D/K Satker ABC Satker XYZ

D Belanja dibayar

dimuka

21 Juta Pendapatan Sewa 21 Juta

K Beban Sewa 21 Juta Pendapatan diterima dimuka 21 Juta
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Berdasarkan pencatatan transaksi resiprokal tersebut, maka pada Satker ABC

maupun pada Satker XYZ, akan termonitor sebagai berikut:

a. Aplikasi SAKTI

1) Satker Pemberi Kerja

No.

Ref
Tanggal

No.

Dokumen

Tanggal

Transaksi

Kode

Akun
Jumlah

Satker

Intraco

Uraian

Resiprokal

Belanja

00001 1 Okt 2024 24XXXXX 1 Okt

2024

522141 24 Juta Satker

XYZ

-

00002 31 Des 2024 001/Jurnal 1 Okt

2024

522141 -21 Juta Satker

XYZ

-

2) Satker Penerima Kerja

No.

Ref
Tanggal

No.

Dokumen

Tanggal

Transaksi

Kode

Akun
Jumlah

Satker

Intraco

Uraian

Resiprokal

Pendapatan

00001 1 Okt 2024 XXXXXXX 1 Okt

2024

425131 24

Juta

Satker

ABC

-

00002 31 Des 2024 001/Jurnal 1 Okt

2024

425131 -21

Juta

Satker

ABC

-

b. Aplikasi Mon SAKTI (Tampilan Rekap)

BA Es.1

Pengiri

m

Satker

Pengiri

m

Nama

Satker

Pengiri

m

Belanj

a

BA Es.1

Penerim

a

Satker

Penerim

a

Nama

Satker

Penerim

a

Pendapata

n

Selisi

h

0XX.XX ABC Satker

ABC

3 Juta* 0XX.XX XYZ Satker

XYZ

3 Juta* 0

Keterangan: Nilai 3 juta merupakan nilai belanja/setoran senilai 24 juta kemudian

dikurangi dengan jurnal penyesuaian sebesar 21 juta. 

5. Eliminasi Transaksi Resiprokal PNBP

a. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Satker Konsolidasian

Kementerian/Lembaga

1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi resiprokal dalam satu

bagian anggaran Kementerian/Lembaga berdasarkan data pada

Monitoring  Transaksi Resiprokal pada aplikasi  MonSAKTI.

2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara
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handal atas transaksi resiprokal dalam satu bagian anggaran

Kementerian/Lembaga.

3) Satker konsolidasi membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi

transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangannomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan  Instansi.

4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan

Laporan  Keuangan.

5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan

transaksi resiprokal dengan akun yang sama.

6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai

berikut:

Akun Uraian Debet Kredit

424xxx/

425xxx

Pendapatan BLU xxx/

Pendapatan PNBP xxx

Rp xxxxxx

52xxxx Beban Barang dan Jasa xxx Rp xxxxxx

b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat

1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran

Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan data pada Monitoring

Transaksi  Resiprokal pada MonSAKTI.

2) Transaksi resiprokal dieliminasi sepanjang nilainya dapat diukur secara

handal atas transaksi resiprokal antar bagian anggaran Kementerian

Negara/Lembaga.

3) Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.

4) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan

penyusunan Laporan Keuangan.

5) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan

transaksi resiprokal dengan akun yang sama.

6) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai

berikut:

Akun Uraian Debet Kredit

424xxx/

425xxx

Pendapatan BLU xxx/
Pendapatan PNBP xxx

Rp xxxxxx
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52xxxx Beban Barang dan Jasa xxx Rp xxxxxx

6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu

mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal

dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan tersebut paling

sedikit meliputi:

a. Penjelasan umum atas pekerjaan yang menyebabkan timbulnya transaksi

resiprokal;

b. Satker intraco, nilai rupiah, skema pembayaran (Uang Persediaan/Pembayaran

Langsung), skema penyetoran (setoran ke kas negara/potongan SPM, dll)

dan/atau  skema pengesahan untuk  satker BLU.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa

penjelasan umum transaksi, entitas, dan nilai rupiahnya. Namun demikian

pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat

LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan

informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan

Perwakilan Rakyat.

C. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI TRANSAKSI RESIPROKAL PERPAJAKAN

1. Gambaran Umum Transaksi Resiprokal Perpajakan

a. Transaksi resiprokal perpajakan dalam petunjuk teknis ini merupakan transaksi

belanja perpajakan yaitu pendapatan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh

pemerintah melalui belanja tunjangan PPh Pasal 21.

b. PPh Pasal 21 pada dasarnya dikenakan terhadap penghasilan sehubungan

dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun

yang dibayarkan kepada rekanan pemerintah yang merupakan Wajib Pajak

orang pribadi dalam negeri.

c. Dalam hal ini, Pejabat Negara/PNS/TNI/Polri memperoleh penghasilan yang

tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan dialokasikan

dalam bentuk belanja pegawai. Penghasilan tersebut juga dikenakan pajak

penghasilan namun ditanggung oleh Pemerintah melalui belanja tunjangan PPh.

d. Oleh karena itu, terhadap Belanja Tunjangan PPh yang dilakukan oleh Satker

Pemerintah dengan penerimaan atas Pendapatan Pajak PPh Pasal 21 oleh

Satker DJP merupakan transaksi resiprokal yang perlu dilakukan eliminasi.  

e. Petunjuk teknis akuntansi ini mengatur mengenai:
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1) Identifikasi Transaksi Resiprokal Perpajakan;

2) Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan;

3) Monitoring Transaksi Resiprokal pada Aplikasi Mon SAKTI;

4) Eliminasi Transaksi Resiprokal Perpajakan.

2. Identifikasi Transaksi Resiprokal Perpajakan

a. Identifikasi transaksi resiprokal perpajakan dilakukan oleh sistem secara

otomatis. Dalam hal ini, ruang lingkup pengembangan sistem aplikasi hanya

meliputi belanja pegawai yang dibayarkan dengan mekanisme langsung ke

pegawai, sehingga pendapatan PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah

disetorkan ke kas negara melalui potongan SPM (bukan disetorkan melalui

sistem MPN).

b. Identifikasi secara otomatis tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis

SPM, kode akun belanja, dan kode pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

1) Jenis SPM

Rincian jenis SPM yang dapat digunakan sebagai dasar dalam tagging

transaksi resiprokal adalah sebagai berikut:

No. Kode SPM Uraian Jenis SPM

1 211 Gaji Induk

2 221 Gaji Lainnya*

3 222 Kekurangan Gaji

4 223 Gaji Susulan

5 251 THR Gaji PNS/TNI/Polri

6 252 THR PPPK

7 253 THR Pejabat Negara

8 254 THR PPNPN

9 259 THR Tunjangan Kinerja

10 261 Gaji Ke-13 PNS/TNI/Polri

11 262 Gaji ke-13 PPPK

12 263 Gaji ke-13 Pejabat Negara

13 264 Penghasilan ke-13 PPNPN

14 269 Tunjangan Kinerja ke-13

15 271 SPM-LS Tunjangan Kinerja Bulanan

16 272 SPM-LS Tunjangan Kinerja Susulan

17 273 SPM-LS Kekurangan Tunjangan Kinerja

*Keterangan : Gaji Lainnya hanya mencakup gaji terusan (tidak termasuk

uang makan dan uang lembur)
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Penggunaan rincian jenis SPM di atas, sebagai dasar untuk melakukan

tagging, akan disesuaikan dengan berbagai peraturan dan proses bisnis

yang mengatur terkait pembayaran gaji, THR, Tukin dan lain sebagainya.

2) Kode Akun Belanja

Rincian kode Akun Belanja yang digunakan oleh Satker dalam

melakukan pembayaran belanja tunjangan PPh adalah sebagai berikut:

No. Kode Akun Uraian Akun

1. 511225 Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI

2. 511175 Belanja Tunjangan PPh PNS TNI/POLRI

3. 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS

4. 511324 Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara

3) Kode Pendapatan

Kode Akun pendapatan yang digunakan oleh Satker DJP dalam

mencatat penerimaan pajak PPh Pasal 21 DTP atas tunjangan PPh adalah

“Akun 411121 Pendapatan PPh Pasal 21”.

3. Pencatatan Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Satker Pemberi Kerja (Sisi

Belanja)

Data transaksi resiprokal perpajakan yang sudah diidentifikasi secara otomatis

baik berupa belanja tunjangan PPh maupun pendapatan PPh 21, akan

ditampilkan/disajikan pada aplikasi Mon SAKTI untuk memberikan informasi kepada

stakeholder terkait untuk keperluan eliminasi dalam penyusunan Laporan

Keuangan. Namun demikian transaksi resiprokal ini tidak di-inject ke dalam aplikasi

SAKTI agar tidak mengganggu kinerja dari aplikasi SAKTI mengingat data resiprokal

perpajakan ini terjadi di seluruh Satker sehingga ukuran datanya sangat besar.

Pencatatan transaksi resiprokal secara otomatis tersebut akan membawa

informasi data antara lain identitas satker yang memiliki belanja tunjangan PPh, nilai

belanja tunjangan PPh, identitas satker Intraco yaitu Satker KPP selaku pihak yang

mengakui penerimaan PPh Pasal 21, dan nilai Pendapatan PPh.

4. Monitoring Transaksi Resiprokal Perpajakan pada Aplikasi MONSAKTI

Berdasarkan pencatatan informasi transaksi resiprokal yang dilakukan secara

otomatis, data transaksi resiprokal akan ter-push ke Aplikasi MONSAKTI mengikuti

ketentuan OLAP. Aplikasi MONSAKTI akan menyandingkan informasi transaksi

resiprokal dari sisi belanja dan sisi pendapatan. Monitoring tersebut dilakukan

melalui menu Monitoring>>Monitoring Transaksi Resiprokal dengan memfilter data

belanja-perpajakan. Dalam hal ini, terdapat dua pilihan tampilan monitoring
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resiprokal  pada  Aplikasi  MonSAKTI, yaitu Rekap dan Detil.

a. Pilihan tampilan Rekap menyajikan informasi nilai rupiah transaksi resiprokal

secara keseluruhan antara Satker yang membukukan realisasi Belanja

Tunjangan PPh dengan Satker DJP yang membukukan pendapatan PPh tanpa

menyajikan data per akun yang digunakan untuk mencatat transaksi

resiprokal.

b. Pilihan tampilan Detil menyajikan informasi yang lebih rinci mengenai dokumen

sumber, akun, nilai rupiah pendapatan, dan nilai rupiah belanja. Dalam

melakukan monitoring menggunakan tampilan detil, agar mengabaikan

penyajian data dalam  kolom “Selisih”. Tampilan Detil digunakan antara lain:

1) Untuk mengetahui detail transaksi jika ada transaksi resiprokal

yang  tidak  terkonfirmasi.

2) Untuk mengetahui akun-akun yang digunakan dalam jurnal

eliminasi oleh Unit  Akuntansi Konsolidasi.

Contoh Ilustrasi Pencatatan dan Monitoring Transaksi Resiprokal Pajak

Terdapat dokumen SPM dengan rincian sebagai berikut:
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Berdasarkan informasi dalam dokumen SPM tersebut, disimpulkan bahwa

dokumen SPM tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat diakui

sebagai transaksi resiprokal, yaitu:

a. Jenis SPM tersebut merupakan SPM dengan kode 211 SPM-LS Gaji Induk

b. Pada SPM tersebut, pada sisi pengeluaran terdapat akun belanja tunjangan

PPh yaitu akun 511125.

c. Pada SPM tersebut, pada sisi penerimaan/potongan terdapat akun 411121.

Oleh karena itu, ketika SPM tersebut telah terbit SP2D, maka akan dilakukan

pencatatan transaksi resiprokal secara otomatis. Data tersebut akan ter-push ke

Aplikasi MONSAKTI mengikuti ketentuan OLAP dengan hasil monitoring dengan

tampilan rekap adalah sebagai berikut:

BA Es.1

Pengirim

Satker

Pengirim

Nama

Satker

Pengirim

Belanja
BA Es.1

Penerima

Satker

Penerima

Nama

Satker

Penerima

Pendapatan

Selisih

054.01 018576 Sekretariat

Utama

BPS

3.793.126 015.04 662813 KPP

Jakarta

Sawah

Besar II

3.793.126 0

5. Eliminasi Transaksi Resiprokal Perpajakan

Belanja tunjangan PPh dapat terjadi pada seluruh K/L baik Kemenkeu (BA 015)

maupun non-Kemenkeu, sedangkan pendapatan pajak hanya dicatat pada Satker

DJP Kemenkeu (015.04). Oleh karena itu, transaksi resiprokal tersebut akan

dieliminasi baik pada Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) pada

Kementerian Keuangan atas belanja tunjangan PPh di Satker Kemenkeu yang
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dikenakan PPh atau Unit Konsolidator pada LKPP untuk belanja tunjangan PPh di

Satker non Kemenkeu yang dikenakan PPh. Penjelasan teknis terkait eliminasi

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Satker Konsolidasian Kementerian

Negara/Lembaga (Kemenkeu)

1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi resiprokal dalam satu

bagian anggaran Kementerian Keuangan berdasarkan data belanja

tunjangan PPh di Satker Kemenkeu yang dikenakan PPh sebagaimana

tercantum pada Monitoring Transaksi Resiprokal pada aplikasi MonSAKTI.

2) Satker konsolidasi membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi

transaksi resiprokal dengan format sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Instansi.

3) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat penyusunan

Laporan Keuangan. 

4) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan

transaksi resiprokal dengan akun yang sama.

5) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai

berikut:

Akun Uraian Debet Kredit

411121 Pendapatan PPh Pasal 21 Rp xxxxxx

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Rp xxxxxx

511324 Belanja Tunjangan PPh

Pejabat Negara
Rp xxxxxx

b. Eliminasi Transaksi Resiprokal oleh Entitas Penyusun Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (Unit Penyusun LKPP)

1) Jurnal eliminasi ini dilakukan hanya atas transaksi antar bagian anggaran

Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan data belanja tunjangan PPh di

Satker non Kemenkeu yang dikenakan PPh sebagaimana tercantum pada

Monitoring Transaksi Resiprokal pada MonSAKTI.

2) Membuat memo jurnal penyesuaian untuk eliminasi transaksi resiprokal.

3) Jurnal eliminasi ini dilakukan secara periodik pada saat dilakukan

penyusunan Laporan Keuangan. 

4) Penjurnalan dapat dilakukan secara gabungan dari beberapa pasangan

transaksi resiprokal dengan akun yang sama.

5) Jurnal eliminasi transaksi resiprokal pada Buku Besar Akrual sebagai
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berikut:

Akun Uraian Debet Kredit

411121 Pendapatan PPh Pasal 21 Rp xxxxxx

511225 Belanja Tunjangan PPh

TNI/POLRI
Rp xxxxxx

511175 Belanja Tunjangan PPh PNS

TNI/POLRI
Rp xxxxxx

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Rp xxxxxx

511324 Belanja Tunjangan PPh

Pejabat Negara
Rp xxxxxx

6. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

pada Kementerian/Lembaga yang memiliki transaksi resiprokal perlu

mengungkapkan informasi transaksi resiprokal dan eliminasinya pada Catatan atas

Laporan Keuangan (CaLK). Informasi untuk pengungkapan transaksi resiprokal

dapat diperoleh dari Aplikasi SAKTI/MonSAKTI. Pengungkapan tersebut paling

sedikit terdiri atas rincian belanja tunjangan PPh dan Pendaparan PPh termasuk

informasi Satker  intraco,  nilai  rupiah.

Pengungkapan transaksi resiprokal dan eliminasinya pada LKPP berupa entitas

dan nilai rupiahnya. Namun demikian pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih

fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi

pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan

digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.


